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Adrianus Meliala™*

Gugatan arakat terhadap
kinerja Detasery s 88 Polri (selanjutnya
disebut “Dens! i

saja berulan

secara langsu

di Indonesia masih jauh dari selesai.

radikal yang kini telah bermetamorfosa menjadi™

orang-orang radikal, akan terus ada. Termasuk
diantaranya adalah, mereka yang telah selesai
menjalani pidana dan, selalu mungkin, kembali
ke kelompok lama dan aktif lagi melakukan

kegiatan teroristiknya.
Permasalahannya adalah, walau
kita pada umumnya mendukung kinerja

Densus, tetapi selalu penting untuk mencegah
atau mengurangi terjadinya kesalahan dalam
pelaksanaan tugas, atau bisa juga disebut

*  Adrianus Meliala Guru Besar Kriminologi FISIP UI; Kemisioner pada
Komisi Kepolisian Nasional

"perubahan sqak diben

REFLEKSI

angan di tingkat o

kalaupun terjadi perub
i i _ diri, dan
fatau kemauan)
¢epentingan  dengan
di Indonesia.

Cakupan Tugas

Salahsatu hal yang membuat Densus
dituding sebagai “memusuhi Islam”terkait kinerja
Densus yang memang fokus mengejar orang
dan kelompok radikal yang memakai bendera
agama saat menjalankan kegiatan teroristiknya.
Walaupun dari pihak Polri maupun Densus
sendiri selalu mengatakan tidak memerangi

Islam, namun selalu saja hal itu menjadikan
keberadaan Polri dan Densus mudah sekali
diplintir dan diopinikan terbalik-balik.
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- Kondisi yang dialami Densus memang

 dilematis. Walau secara teoritik  terdapat

beberapa jenis latar belakang gerakan terorisme,

S hamun untul sementara ini yang menggejala
~di Indonesia adalah terorisme berlatarbelakang

keagamaan. Sementara yang berlatarbelakang

separatisme, apalagi yang berlatarbelak
ekonomi dan sebagainya, hampir tidal

Namun demikian, menu
adajalan lain bagi Densus un
kecurigaan tersebut selai
perhatian pada teroris
yang non—keagamaa
selama ini mengen
Pengacau Keaman
belakangan ini
dikenakan pasz
menjustifikasi ki
penumpasannya.

Tentang pe
jugalumayan bervag
Ujian Nasional hi
Situasi itu dapat diar
bagi Densus agar terlib
terkait kasus-kasus non-te

Menurut penulis, ikut
dalam aktivitas penanggulang
bermotif separatisme, ekonomi

itu, memang akan memperlebar spektrtifm:

pekerjaan Densus. Tapi pada saat yang sama,
akan memperlemah dasar bagi sangkaan orang
bahwa Densus memang secara sengaja men-
target kelompok-kelompok Islam saja.

Kelembagaan

Pada awalnya berbentuk Satuan Tugas
Anti Teror dan Bom (atau Satgas ATB), lalu
berkembang menjadi Direktorat VI Bareskrim.
Barulah pada 2005, Densus didirikan dan praktis
menjadi lembaga negara satu-satunya yang
bergerak di bidang kontra teror di Indonesia.
Alhasil, Densus mengisi kekosongan dengan
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tidak hanya pertama-tama membentuk sub den
penindakan tetapi juga sub den pencegahan.
Yang dikerjakan bermacam-macam, mulai dari
membuat database dan genealogi hubungan para
teroris dan terduga teroris, mengunjungi para
tahanan dan narap1dan termasuk mencarikan

paling

melakukan kegmtan intelijen,
pencegatan informasi, penguntitan dan terakhir,
penggerebekan itu sendiri.

Kehadiran BNPT, logis,

membutuhkan pengurangan format Densus.

secara

Sebagai contoh, unit yang mengurusi pencegahan
melalui  proram  deradikalisasi, sebaiknya
dilikuidasi saja. Biarlah hal itu diurus oleh
BNPT yang memiliki kewenangan lebih luas
untuk meminta berbagai instansi menjalankan
peran pencegahan dengan cara masing-masing.
Contoh lain, unit yang mengurus kerjasama
dalam dan luar negeri, cukup ditangani oleh unit
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y yang ada di Divisi Hubungan Internasional Polri ~ fakta bahwa Indonesia juga harus patuh pada isi
ataupun unit di BNPT itu sendiri. Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against
Torture) berikut tokol pilih , di L
Pengurangan format itu secara implikatif o re). e e e e
) . Indonesia sudah meratifikasi konvensi tersebut.
memperbesar tanggungjawab BNPT untuk
mengambil alih tanggungjawab jika Densus Untuk itu, kebutuhan selalu melatih
dituding dan ditohok oleh berbagai kala mampu, katakanlah, menembak

Tidak seperti sekarang dimana chingga menghasilkan

olah cuci tangan saat “tangan k dan terjustifikasi

kanan-kiri. ygerlu menjadi

. i hanya skil/

Taktis-Teknis % tapi juga

ukan

Yang juga terkait kinerja 1 dak
Densus adala

menghadapi

Kita memah

mencari mat

memiliki kesamaan  dalam hal p , )
penggunaan kekuatan (use of force principles):
Dengan kata lain, dalam konteks kontak tembak
atau kontak fisik yang amat mungkin terjadi

d ‘ penyimpangan.

Akuntabilitas Publik

antara petugas Densus dan terduga teroris, kilah Terakhir, jika masih ada lagi insiden yang
tidak banyak tersedia apabila kemudian terjadi kemudian mengundang perhatian dan sangkaan
kekerasan yang berlebihan ataupun penggunaan publik bahwa telah terjadi pelanggaran HAM,
kekuatan yang tidak proporsional. apa yang harus dilakukan?

Disini repotnya, dimana seorang anggota Penulis mengusulkan agar Densus, sebagai
Densus pada dasarnya adalah seorang penegak bagian dari Polri, harus menunaikan tugas
hukum. Sebagai penegak hukum, ia  wajib akuntabilitas publiknya. Dengan kata lain, terkait
tunduk pada prinsip-prinsip penggunaan hal-hal yang mengundang kontroversi, digelar
kekuatan, salahsatunya diatur dalam Peraturan saja. Dengan difasilitasi oleh Divisi Humas
Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Polri atau satuan penerangan dibawahnya, maka
Cara Penggunaan Kekuatan. Belum lagi adanya petugas yang ditunjuk (tidak harus anggota
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- Densus) dapat mensimulasikan apa yang terjadi sendm? Mungkmka.h lalu Polri menelanjangi
= ~ secara detik demi detik dan dipersilahkan publik  dirinya sendiri? _
~ menilai perihal apakah telah terjadi pelanggaran i

 atau tidak.

i 'Dcﬁnsus yang secara terbuka bicara kCPad i RR yang berbeda dari publik,

~ unit penggempur yang seyogyanyd hgan publik itu
~ tingkat kerahasiaan tertentu. _

Rewtahsas1 Detasemcn K.husus 88

Penulis  berpendapat, itulah hakekat -
mendasar dari akuntabilitas publik. Pihak yang '
- Dalam hal ini, penulis tidak sepakat apabila menjalankannya tidak boleh merasa sebagai

 publik akan menyalahi “kodratnya”_sek ' at diritiya, ebagai wakil publik

penulis lainnya adalah bal
Densus dilihat sebagai e
Polri. Untuk itu, dalar
tersebut, seyogyanyd
yang mengambil-al
tersebut.

Pertanyaanny
insiden penembak
unsur kesalahan g
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